BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 56 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 75 TAHUN
2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN
TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

Menimbang:

Mengingat

TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan
Penyaluran Harga Eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk
Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 75 Tahun 2013
tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran
Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun
2014;

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem

Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3478);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);



10.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5015);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4079);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan

Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
15 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/0OT.140/
4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada
Padi Sawah Spesifik Lokasi;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/ M-
DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara

Pengawasan Barang dan/atau Jasa;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/
8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-
Organik;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/
10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah

Tanah;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-
DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk

Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan
Harga Eceran tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor
Pertanian Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
103/Permentan/SR.130/8/2014;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/0T.210/74/
2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran

dan Penggunaan Pupuk An-Organik;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/0T.210/74/

2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2013
tentang Kebutuhan dan Penyaluran Harga Eceran tertinggi

Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur



Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2014
(Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 55
Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 75 TAUN 2013
TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA
ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN TAHUN 2014.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek
Nomor 75 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Penyaluran
Serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor
Pertanian Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek
Tahun 2013 Nomor 75) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 dihapus.

2. Diantara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu)

Pasal yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 A

Realokasi antar kecamatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian,
Kehutanan dan Perkebunan tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisakan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada  tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 10 November 2014

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 10 November 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001









